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6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1952),

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan [zin Perguruan Tinggi Swasta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2081);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan
Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan,
Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta,
dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi
Negeri;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU
HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI BIREUEN PROVINSI ACEH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEBANGSAAN
BIREUEN DI BIREUEN PROVINSI ACEH.

Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang
diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen
Provinsi Aceh yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal
31 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Tri Yuliza, SH dan telah
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor AHU-1684.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 25

April 2008.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen
Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
menyelenggarakan Program Studi:

a. Administrasi Peradilan Program Diploma Tiga; dan

b. Ilmu Hukum Program Sarjana.

Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen
Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
wajib:

a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;







